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WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kota Madiun
telah berhasil memenuhi ketahanan Pangan dan gizi yang
ditunjang dengan pelaksanaan produksi dan distribusi
yang baik, sehingga perlu dijaga keberlanjutannya;
bahwa ketahanan Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu terus menerus dilakukan secara
berkelanjutan dalam jumlah yang cukup, aman, beragam,
bergizi dan terjangkau oleh masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan

Pangan dan Gizi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S51);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5170);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3244);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6442);

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
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Walikota adalah Walikota Madiun.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan
atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya
yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan
dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan
bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin
dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan
budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,
memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar
dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan
yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin,
mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi
pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang
merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam
tubuh dan pemanfaatannya.

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan
dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan Pangan
Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak
dapat memenuhi kebutuhan.

Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian
kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara
merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan

masyarakat.
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Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan
ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi
seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
Konsumsi Pangan adalah banyaknya atau jumlah Pangan,
secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi
seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis.
Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan
dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai
makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber
daya dan kearifan lokal.

Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan
lokal.

Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak
pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu
penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan,
pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang
mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data
dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan
dan Gizi.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi dilakukan dengan
berdasarkan asas:

a.

PR F

kemandirian,;
ketahanan;
keamanan;
manfaat;
pemerataan,;



8

g.

=T

berkelanjutan; dan

keadilan.

Bagian Kedua

Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi bertujuan:

a.

meningkatkan kemampuan penyediaan Pangan secara
mandiri;

menyediakan Pangan yang beranekaragam dan memenubhi
persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi konsumsi
masyarakat;

mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan
pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai
dengan kebutuhan masyarakat;

mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi
masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang Pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi
konsumsi masyarakat;

meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudi daya ikan
dan pelaku usaha Pangan; dan

melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber
daya Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

GBI

Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi;
Ketersediaan Pangan;
Penganekaragaman Pangan;
Keterjangkauan Pangan;

Konsumsi Pangan dan Gizi;

Sistem Informasi Pangan dan Gizi;

Peran Serta Masyarakat; dan

Satgas Pangan.




BAB III
PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Ketahanan
Pangan dan Gizi dengan mengintegrasikan rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.

(2) Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(38) Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana
pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan
jangka menengah dan rencana kerja tahunan di
tingkat Daerah.

(4) Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi dilakukan dengan
memperhatikan rencana pembangunan Daerah dan rencana
Pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpedoman
pada rencana Pangan nasional.

Pasal 6

Perencanaan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memperhatikan:

a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;

b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;

c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian
lingkungan;

d. pengembangan sumber daya manusia dalam
Penyelenggaraan Pangan dan Gizi;

e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan
dan Gizi;

f. potensi Pangan dan budaya lokal;

g. rencana tata ruang wilayah; dan

h. rencana pembangunan nasional dan Daerah.

BAB IV
KETERSEDIAAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan
Pangan di Daerah dan pengembangan Produksi Pangan

Lokal di Daerah.
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Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui
pengembangan Produksi Pangan, Pemerintah Daerah
menetapkan jenis Pangan Lokal.

Ketersediaan Pangan diwujudkan wuntuk memenuhi

kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah

tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan Lokal dilakukan

dengan:

a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada
sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;

c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi
untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan,
dan penyimpanan Pangan,;

d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan
prasarana Produksi Pangan;

e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif;
dan

f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Untuk mewujudkan ketersediaan Pangan melalui Produksi

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Pemerintah Daerah dapat menetapkan pembiayaan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan

pekarangan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian

lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan

Pangan berkelanjutan.

Pengoptimalan lahan pekarangan dilakukan melalui

pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan

untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 8

Sumber penyediaan Pangan berasal dari produksi Pangan
di Daerah dan pasokan Pangan.

Sumber penyediaan Pangan diutamakan berasal dari
produksi Pangan dalam Daerah.

Penyediaan Pangan perlu dipersiapkan dalam rangka
mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional
dengan memperhitungkan Neraca Bahan Makanan dan Pola

Pangan Harapan Ketersediaan Pangan.
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Bagian Kedua
Potensi Produksi Pangan
Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan
potensi produksi Pangan.

(2) Pengembangan potensi produksi Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:
a. sumber daya manusia;

sumber daya alam;

sumber pendanaan;

ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

o oo g

sarana dan prasarana Pangan.

BAB V
PENGANEKARAGAMAN PANGAN
Pasal 10

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan

Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi

sumber daya lokal untuk:

a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi
seimbang, dan aman;

b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 dilakukan dengan:

a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;

b. pengoptimalan Pangan Lokal;

c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha
pengolahan Pangan Lokal;

d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang
belum dimanfaatkan;

e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;

f. peningkatan Kketersediaan dan akses benih dan bibit
tanaman, ternak, dan ikan;

g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan

pekarangan;
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penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang
Pangan; dan
pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

Pasal 12

Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan
berpedoman pada:

a. prinsip Gizi seimbang;

b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal,;

c. ramah lingkungan; dan

d. aman.

Prinsip Gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diukur dengan pola Pangan harapan dan/atau

ukuran lainnya.
Pasal 13

Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf b dilakukan melalui:

a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas,
dan keamanan Pangan Lokal,

b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;

d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan
Lokal; dan

e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.

Standar mutu produk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢ dilakukan
melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi,
dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku
Usaha Pangan Lokal.
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(2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan
Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf ¢ dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan
akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal,
pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk
melindungi dan menumbuh kembangkan usaha pengolahan
Pangan Lokal.

Pasal 15

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang
belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan
usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 16

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan
melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak,
dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan
berkelanjutan.

Pasal 17

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman,

ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f

dilakukan melalui:

a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam
negeri;

b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam
menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;

c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak,
dan ikan; dan

d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan
ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

(1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan
pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g,
dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan
agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan
berkelanjutan.
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(2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis
tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan
Pangan keluarga.

Pasal 19

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dilakukan
melalui:

a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan
non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha
produk Pangan Lokal,

b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk
meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu
dan keamanan produk Pangan Lokal;

c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi,
permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi
usaha Pangan Lokal;

d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan
kemitraan usaha Pangan Lokal;

e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan

f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui
fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

Pasal 20

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dilakukan

melalui:

a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;

b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;

c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan

d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan
efisiensi dan daya saing.

BAB VI
KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan
keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga,

dan perseorangan.
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(2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan

kebijakan di bidang:
a. distribusi;
b. pemasaran;
c. perdagangan;
d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok; dan
e. bantuan Pangan.
Bagian Kedua
Distribusi
Pasal 22

Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a.

pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat
mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat; dan

perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.

Pasal 23

Kelancaran distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan :

a.

(1)

(2)

memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat
produk Pangan;

menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan,
terutama Pangan Pokok; dan

mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemasaran
Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak
yang melakukan pemasaran Pangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata

cara pemasaran yang baik.
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(3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk
meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.

(4) Pemerintah Daerah melakukan promosi di luar negeri untuk
meningkatkan pemasaran produk Pangan lokal.

Bagian Keempat

Perdagangan
Pasal 25

(1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan
Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan
Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bantuan Pangan
Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan
dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya
sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin,
rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.

(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri

dan kearifan lokal.

BAB VII
KONSUMSI PANGAN DAN GIZI
Bagian Kesatu
Konsumsi Pangan
Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan

kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per
kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
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b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman,
dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan
budaya masyarakat; dan

c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat
dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi

seimbang, bermutu, dan aman.

Bagian Kedua
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Pasal 28
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan

penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi
kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat,
aktif, dan produktif.

(2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi
Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta

sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
Pasal 29

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:

a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;

b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip
Gizi seimbang;

c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan
Pangan Lokal; dan

d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat
guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Pasal 30

Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diukur melalui

pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang.



.

Bagian Ketiga
Perbaikan Gizi
Pasal 31

(1) Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus
kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut
usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:

a. bayi dan balita;
b. remaja perempuan; dan
c. ibu hamil dan menyusui.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan
kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi
darurat.

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan
dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.

(4) Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya
untuk mencapai status gizi yang baik.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan
mengenai perbaikan Gizi masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan
masalah gizi bagi anak akibat penyakit secara terpadu dan
berkesinambungan.

(3) Penanggulangan masalah gizi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diprioritaskan terhadap penyakit yang memeriukan
upaya khusus untuk penyelamatan hidup dan mempunyai
dampak terbesar pada angka kejadian stunting.

(4) Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. berisiko gagal tumbuh;

gizi kurang atau gizi buruk;

bayi sangat prematur,

bayi berat lahir sangat rendah;

alergi protein susu sapi; dan

kelainan metabolisme bawaan.

-0 A0 o

Pasal 33

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi

setiap 5 (lima) tahun.
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Pasal 34

(1) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 disusun dalam bentuk Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi (RAD-PG) mengacu pada RAD-PG Provinsi.

(2) Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang
membidangi urusan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat
Keamanan Pangan
Pasal 35

Setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Pangan yang:

a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang
dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;

b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas
maksimal yang ditetapkan;

c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam
kegiatan atau proses Produksi Pangan;

d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai,
atau mengandung bahan nabati atau hewani yang
berpenyakit atau berasal dari bangkai;

e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau

f. sudah kedaluwarsa.

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan

pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan

cemaran pada Pangan.
Pasal 36

Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap
Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang
diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran,
Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan olahan tertentu yang
diproduksi oleh industri rumah tangga.




(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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BAB VIII
SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI
Pasal 37

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban membangun, menyusun, dan
mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang
terintegrasi.

Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat digunakan untuk:

a. perencanaan,

b. pemantauan dan evaluasi; dan

c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan.

Pasal 38

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian
dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.
Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah diselenggarakan
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau
menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 39

Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat:
jenis produk Pangan;

neraca Pangan,;

letak, luas wilayah, dan kawasan produksi Pangan;
permintaan pasar;

peluang dan tantangan pasar;

produksi;

harga;

@m0 a0 TR

konsumsi;

=1

status gizi;
ekspor dan impor;

s e
:

perkiraan pasokan;

perkiraan musim tanam dan musim panen,
. prakiraan iklim;

teknologi Pangan; dan
0. kebutuhan Pangan Daerah.

8

=
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(2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok
dan Pangan Lokal.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 40

(1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk
berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan
dan Gizi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:

a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan,
Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;

b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi,
promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;

c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan
Gizi;

d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat
mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan

e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.
Pasal 41

(1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan,
dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada
Pemerintah Daerah.

(2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau
cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara:

a. langsung atau tidak langsung;
b. perseorangan atau kelompok;
c. lisan atau tertulis.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di

bidang Ketahanan Pangan.
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(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang
disampaikan masyarakat.

BAB X
SATGAS PANGAN
Pasal 42

(I) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan Pangan
Daerah sebagai bagian dari ketahanan Pangan nasional,
Pemerintah Daerah membentuk Satgas Pangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Pangan diatur
dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif

(2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. denda;

b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau
peredaran;

c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
dan/atau

d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan
Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan

perundang-undangan.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd
H. MAIDI
Diundangkan di Madiun Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggallO Desember 2021 a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

SOEKO DWI HANDIARTO \

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2021 NIE
NOMOR 3/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
260-5/2021



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. UMUM

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik
jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pangan
merupakan hak asasi manusia, merupakan hal yang penting dan strategis.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan
bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi
seluruh rakyatnya. Upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah harus
bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman dan
harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor
harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Dewan
Ketahanan Pangan Daerah, ketahanan pangan harus terwujud sampai pada
pelosok desa. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan
pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh
masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus
berkembang dari waktu kewaktu.

Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan
pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi
produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan
mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Pemerataan
ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan keseluruh wilayah
bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan distribusi pangan
memerlukan suatu pengembangan transportasi, yang sistemnya melalui
pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian pangan.

Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan
perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta
evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan.
Pencegahan masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk
menghindari terjadinya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan
masalah pangan harus terlebih dahulu diketahui secara dini tentang
kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga

dalam memenuhi kebutuhan pangan.
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Oleh sebab itu, penanggulangan masalah pangan kegiatannya antara
lain pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan, peningkatan
produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan.
Selain dari pada perlu dijaga disamping adanya ketersediaan pangan yang
cukup, berimbang maka perlu juga diatur tentang keamanan pangan.
Keamanan pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dengan
program pembangunan ketahanan pangan. Pemerintah Kota dan/atau
Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya
masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan
kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat mempunyai
peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan
distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan
pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Ketahanan pangan
diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan
kerjasama. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan
kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan
dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Atas dasar
pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah Tentang Ketahanan

Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa

Penyelenggaraan Pangan sebagian besar atau seluruhnya
dipenuhi dari sumber daya yang ada di Kota Madiun.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “3sas ketahanan”  adalah
penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi harus bertujuan
untuk terpenuhi kebutuhan pangan dan gizi sampai dengan
perorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup,
baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,memenuhi

kecukupan gizi, merata dan terjangkau.




Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “asas kemanan” adalah penyelenggaraan
ketahanan pangan dan gizi harus dilaksanakan dengan
memperhatikan keamanan pangan tidak bertentangan dengan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk
mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif,
dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi
kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun
batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan

pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh
dan mampu menjamin Keterjangkauan Pangan sampai pada

tingkat perseorangan secara merata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten
dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya
alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat

untuk masa kini dan masa depan.

Huruf g

Pasal 3

[

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan
kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga

negara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.




Huruf d
Yang dimaksud dengan ”masyarakat rawan Pangan” adalah
masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan
untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup
sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin,
masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang
berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.
Yang dimaksud dengan ”"masyarakat rawan Gizi” adalah
masyarakat yang paling mudah mengalami gangguan kesehatan
atau kekurangan Gizi. Kelompok rawan Gizi ini pada umumnya
berhubungan dengan proses kehidupan manusia yang terdiri
atas kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia
yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta anak
usia sekolah, remaja, dan lansia.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Daya dukung sumber daya alam, antara lain, lahan, air, genetik,
dan iklim.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "sarana Penyelenggaraan Pangan dan
Gizi” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain, berupa bibit,
benih, pupuk, pakan, bahan pengendali organisme pengganggu
tumbuhan, dan/atau pengendali wabah penyakit hewan dan
ikan.
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Yang dimaksud dengan "prasarana Penyelenggaraan Pangan dan
Gizi” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain, berupa
jaringan irigasi, jalan penghubung, gudang berpendingin, gudang
yang memenuhi persyaratan teknis, alat tangkap ikan, kapal,
dan/atau pelabuhan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal antara lain
berupa perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha
Pangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.




Huruf h

Cukup jelas.

Huruf 1

Pasal 12

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “pola pangan harapan” adalah suatu
metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi
atau Ketersediaan Pangan. Yang dimaksud dengan “ukuran
lainnya” adalah kriteria atau indikator sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan «inkubasi industri Pangan Lokal” adalah
proses pembinaan dan pengembangan Pelaku Usaha Pangan
Lokal antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana
usaha, pengembangan usaha, dan dukungan manajemen dan
teknologi, agar dapat berkembang menjadi pelaku usaha tangguh

dan berdaya saing.




Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "sarana distribusi Pangan” adalah segala
sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk kelancaran
distribusi Pangan.
Yang dimaksud dengan “prasarana distribusi Pangan” adalah
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk
meningkatkan kelancaran distribusi Pangan, antara lain, berupa
gudang, pelabuhan, dan jalan.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menimbun” adalah menyimpan melebihi
batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh
keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi
mahal dan/atau melambung tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27

Huruf a
Yang dimaksud dengan “angka kecukupan Gizi” adalah besarnya

zat Gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Huruf b
Cukup jelas.




Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Yang dimaksud Pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi
seimbang, antara lain diukur dengan berpedoman pada Gizi seimbang.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Gagal Tumbuh” adalah suatu
keadaan terjadinya keterlambatan pertumbuhan fisik pada
bayi dan Anak usia bawah dua tahun yang ditandai dengan
kenaikan berat badan di bawah persentil 5 dari standar tabel
kenaikan berat badan.
Huruf b
Yang dimaksu dengan “Gizi Kurang’ adalah keadaan gizi
balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan
menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2
sampai dengan -3 standar deviasi, dan/atau lingkar lengan
11,5-12,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.
Yang dimaksud dengan “Gizi Buruk” adalah keadaan gizi
balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai
atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan
menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi
badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkar
lengan atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.



Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “Bayi Sangat Prematur” adalah bayi
yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai genap 32
minggu.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Bayi Berat Lahir Sangat Rendah”
adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 1500 gram.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Alergi Protein Susu Sapi” adalah
suatu reaksi yang tidak diinginkan yang diperantarai secara
imunologis terhadap protein susu sapi.

Huruf
Yang dimaksud dengan “Kelainan Metabolisme Bawaan”
adalah kelainan gen tunggal yang menyebabkan defisiensi
atau disfungsi protein yang berfungsi sebagai enzim atau

protein transpor yang diperlukan sebagai katalisator

metabolisme.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
(RAD-PG)” adalah rencana aksi tingkat provinsi dan
kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan
dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pengawasan dan pencegahan dilakukan antara lain dengan
menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang

diperbolehkan.
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Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Pangan Olahan tertentu” adalah pangan
olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga Pangan, yaitu
industri Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal
dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
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